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BAB I PENDAHULAN
Latar Belakang

[image: ]Dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah syarat adanya peraturan, sehingga semua penduduk wajib memelihara hukum, dan semua penduduk mempunyai keadaan yang sama di bawah naungan hukum yang tetap. Artinya hukum harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus bertindak sejauh mungkin diperbolehkan oleh hukum yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani. Di antara indikator yang terpenting adalah bahwa masyarakat tersebut harus dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara, dan di tengah masyarakat tersebut ditegakkan keadilan dan supremasi hukum, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran Namun, dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara lokal adalah kebalikannya, karena masih banyak orang lokal yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama karena manusia yang tidak dibatasi dan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri untuk terus melanjutkan hidup sesuai standar biasa. Banyak warga negara yang sah untuk memiliki pilihan untuk menikmati hidup secara berlebihan.
Sangat mungkin demonstrasi kriminal yang paling terkenal secara lokal adalah kesalahan mengambil barang-barang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, yang dikenal sebagai bundel produk alami baru (TBS). Maraknya aksi unjuk rasa kriminal perampokan perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar disebabkan karena kepolisian yang tidak tegas sehingga tidak dapat memberikan
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[image: ]efek jera bagi pelaku aksi kriminal. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pembobolan yang nilainya tidak sampai Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai kesalahan kecil. Para pelaku hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai pembobolan ringan dengan pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling berat 200.000 rupiah. Penertiban terhadap pelaku juga semakin ringan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa mengingat ancaman pidananya hanya 3 bulan, tersangka atau termohon tindak pidana ringan tidak dapat dipidana, dan metodologi penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian cepat. Apalagi kasus-kasus tersebut tidak bisa dimohonkan kasasi.
Banyak orang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena mereka merasa tidak ada gunanya membuat laporan dengan asumsi secara kebetulan, pelakunya masih dibiarkan berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya di kemudian hari, padahal sebenarnya kemalangan yang disebabkan dari perampokan sekarang sangat besar karena dapat membuat peternak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah mereka. dimana sumber utama panggilan adalah tawaran TBS dari pembibitannya yang sering diambil oleh individu.
Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang membolehkan perlakuan perampokan kelapa sawit sebagai ulah ringan, menyebabkan individu yang kehilangan sebagian besar pekerjaannya merasa bingung, membuat oknum tertentu kehilangan akal dengan melakukan gerakan main hakim sendiri. Akhir- akhir ini, orang-orang sering berbuat curang terhadap para pelaku pencurian kelapa sawit, karena mereka menyadari bahwa pengungkapan tidak ada gunanya
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[image: ]karena tersangka tidak ditangkap. Kadang-kadang, orang-orang yang sekarang bingung dengan ninja kelapa sawit akhirnya menjadi nakal dengan mengumpulkan ninja sawit. Ini jelas membuat kepolisian kurang hebat. Pendirian polisi sangat bertentangan dengan aturan Perma, dengan alasan hal itu menyebabkan pemolisian yang salah mengambil barang-barang pembibitan individu menjadi ragu-ragu, dan berdampak pada hancurnya citra polisi lokal.
Penertiban pelaku tindak pidana tindak pidana perkebunan lebih tegas diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memungut atau berpotensi memungut barang milik bangsawan, dengan ancaman pidana dalam pasal 107 dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.
Asas-asas dalam KUHP adalah peraturan bajingan umum sedangkan Undangundang adalah peraturan bajingan luar biasa, dimana dalam pasal 63 ayat
(2) KUHP dinyatakan bahwa: “Dalam hal unjuk rasa dikenang sebagai suatu peraturan pelanggar hukum secara keseluruhan, itu juga dikendalikan dalam aturan pelanggar hukum yang unik, kemudian hanya khusus yang diterapkan."
Artinya, penggunaan UU Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan hasil pembibitan lebih tepat daripada penggunaan KUHP, dan lebih ampuh dalam membelokkan pelaku. Polres Hinai merupakan organisasi kepolisian yang esensial bagi Polres Langkat. Polisi memiliki tempat di mana terdapat banyak jaringan yang mengawasi perkebunan kelapa sawit sebagai mata air utama bisnis mereka. Polisi juga sering mendapat laporan dari masyarakat tentang pelaku pembobolan produk pembibitan, namun perlakuan terhadap


[image: ]tersangka atas laporan tersebut pada umumnya akan ambivalen karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pelanggaran ringan, bahkan ada kasus yang tidak dilanjutkan dengan cara apapun sesuai dengan siklus sah yang sesuai Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perma no 2 tahun 2012 terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat, bagaimana cara mencuri kebun sawit rakyat pasca keluarnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat dan pencegahan kerugian kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil perkebunan yang dikategorikan tindak pidana ringan.
Restorative justice (keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang sering kali dianggap tidak cukup efektif dalam menangani dampak sosial dari kejahatan.1 Restorative justice berlandaskan pada beberapa prinsip dasar:
1. Pemulihan: Fokus utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mengurangi dampak negatif dari tindakan kriminal.
2. Partisipasi Aktif: Semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan anggota komunitas, diundang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

1 Hombing, E., 2020. Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia/ Medan, Penerbit Sumatera Utara hlm 3.


Ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka.
3. [image: ]Tanggung Jawab: Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada menghukum pelaku tanpa memberikan kesempatan untuk pertanggung jawaban.2
4. Dialog dan Komunikasi: Proses restorative justice sering melibatkan dialog terbuka antara korban dan pelaku, yang dapat membantu membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan.3
Proses restorative justice biasanya melibatkan beberapa langkah kunci:

1. Pengidentifikasian Kerugian: Pertama, semua pihak yang terlibat mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Ini mencakup kerugian fisik, emosional, dan material yang dialami oleh korban.
2. Dialog: Dalam banyak kasus, pertemuan diadakan antara korban dan pelaku, sering kali dengan fasilitator yang terlatih. Pertemuan ini memungkinkan korban untuk berbagi pengalaman mereka dan pelaku untuk mendengarkan dampak dari tindakan mereka.
3. Kesepakatan: Setelah dialog, pihak-pihak tersebut berupaya mencapai kesepakatan tentang bagaimana pelaku dapat memperbaiki kerugian yang





2 Prasetyo, H., 2022. Keadilan Restoratif: Pemulihan, Partisipasi, dan Tanggung Jawab dalam Sistem Hukum/ Yogyakarta, Penerbit Universitas Gadjah Mada.hlm 2
3 Wibowo, R., 2023. Membangun Komunikasi yang Konstruktif dalam Keadilan Restoratif/ Surabaya, Penerbit Airlangga. hlm 5


dialami korban. Ini mungkin termasuk ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.4
4. [image: ]Pemantauan dan Evaluasi: Setelah kesepakatan dicapai, proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Ini membantu memastikan akuntabilitas dan pemulihan.
Restorative justice memiliki sejumlah manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan yakni, Mengurangi Tingkat Recidivism, Penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam program restorative justice cenderung memiliki tingkat recidivism (kembali berbuat kejahatan) yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional.5
1. Memberdayakan Korban: Korban merasa lebih diberdayakan karena mereka memiliki suara dalam proses dan dapat mempengaruhi hasil akhir. Ini dapat membantu mereka dalam proses penyembuhan.
2. Membangun Komunitas yang Lebih Kuat: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, restorative justice dapat memperkuat hubungan di antara anggota komunitas dan meningkatkan rasa saling percaya.
3. Mendorong Tanggung Jawab: Pelaku dihadapkan pada dampak dari tindakan mereka, yang dapat mendorong refleksi dan perubahan perilaku.6
Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kejahatan, dengan fokus pada pemulihan, tanggung

4 Hidayat, R.,2021. Proses Keadilan Restoratif: Langkah-langkah dan Implementasinya di Indonesia/ Jakarta, Penerbit RajaGrafindo. hlm 1
5 Ibid hlm. 5
6 Loc.cit hlm 2


[image: ]jawab, dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan, prinsip-prinsip restorative justice memberikan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan keadilan yang lebih adil dan efektif dalam masyarakat. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memulihkan dan membangun kembali hubungan yang rusak.
Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian, yang menjadi motor utamanya adalah kondisi pelaku yang tergolong tidak mampu dalam kehidupanya atau tingkat pendapatnya tergolong rendah yang mengakibatkan seorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhanya. hal tersebut dapat di pengaruhi dari tingkat pendidikan dari pelaku yang sangat rendah. Pencurian merupakan perbuatan menguasai barang atau mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum, yang di lakukan bersama-sama maupun sendiri.7
Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat di lakukan oleh siapa saja tanpa melihat status sosial pelaku, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas dari orang yang di kenal maupun tidak di kenal di sekitar lingkungan masyarakat luas. Tingginya angka kejahatan terkhusus pada pencurian sangat tinggi saat ini di Sumatera Utara. Yang menjadi faktor utama dilakukannya pencurian diantaranya angka

7 Wardani Siregar, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Keberatan, Diss. Fakultas Hukum, 2022, hlm 10


kemiskinan yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya perederan penyalahgunaan narkotika.8
[image: ]Tindakan ini mengacu pada pencurian buah kelapa sawit dari perkebunan yang dimiliki oleh pihak lain tanpa seizin pemilik lahan, perusahaan, atau pihak berwenang. Pencurian ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, mengurangi pendapatan para pemilik perkebunan, dan mempengaruhi kestabilan pasokan buah kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas penting di sektor agribisnis.9
Secara hukum, tindakan pencurian ini diatur dalam perundang-undangan setempat, dan pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek hukum dari pencurian buah kelapa sawit di Indonesia, misalnya, sering dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dan perlindungan hak atas properti.
Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pencurian dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang merugikan hak milik seseorang dan diatur secara rinci dalam KUHP. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi.10

8 Rahman, A.,2020, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan di Masyarakat/ Jakarta, Penerbit Sinar Grafika/hlm 2
9 Sari, D.,2020, Dampak Ekonomi Pencurian di Sektor Agribisnis/ Jakarta, Penerbit Agrimedia/hlm 1
10 Nasution, A.,2019 Perlindungan Hak Milik dalam Hukum Pidana/Medan, Penerbit Sumatera Utara/hlm 4


[image: ]Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam buku Kedua BAB XXII Tentang Kejahatan benda, pada pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum dan di ancam karena pencurian. Kejahatan tindak pidana pencurian dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan) ratus rupiah.11
Hermien Hadiati Koeswadji karena sifatnya, maka pencurian itu di perberat ancaman pidananya dengan istilah pencurian menurut dengan kualifikasi. Unsur- unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu di tujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.12
Pada dasarnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing diera modern seperti sekarang ini. Yang dimana seseorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skil atau keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan



11 Lok.cit hlm 11
12 Lok.cit. hlm 2


pintas atau instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya.13
[image: ]Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : RESTOROTIV JUSTICE PENCURIAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IV REGIONAL II KEBUNAN BANDAR KLIPPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di perkebunan kodam kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Untuk mengetahui Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Perspektif Hukum. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa.
Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan- penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.14


13 Santoso, J.,2021. Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi dalam Kejahatan Pencurian/ Jakarta, Penerbit Agrimedia. hlm 1
14 Hidayat, R.,2019. Hukum dan Keadilan. Tinjauan Teoritis dan Praktis/ Yogyakarta, Penerbit Andi. hlm 2


[image: ]Melihat dari semua aspek di atas, sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di kebun milik kodam memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian tersebut?

2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah dan menangani kasus pencurian kelapa sawit di PTPN IV Regional II tersebut?
3. Bagaimana upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pencurian tersebut.
2. Untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam mencegah dan menangani khasus pencurian ini.


3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa.
[image: ]Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Khususnya yang melibatkan aset milik negara.
2. Manfaat praktis : memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang dan pemilik lahan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pencurian buah kelapa sawit.
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